KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESLA

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk memberikan standar bagi penyedia layanan
informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik diperlukan pedoman pengelolaan dan pelayanan
informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional;
bahwa untuk memberikan informasi di bidang pangan
secara cepat dan akuntabel diperlukan sarana komunikasi
antara penvedia, pengguna, dan pemohon informasi publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan
Nasional;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846,

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan
Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 162);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.




EAB |
KETENTUAN LUK

Pogal 1

Dslarn Peraturan Badan 10 vang dirnaksud dengan:

1.

in

Inforrmasi adalal keterangan, pernvalasan, gagasan, dan
tancia-tanda vang mengzodung milas, makna, dan posan,
bails data, fakta maupuni penjelasannya vang dapat dilibat,
didecngar, dan ditsaca vang disapkan dalam  berbapsi
kemasan  dan formet sesual dengan porkembangan
teknelogi informasi dan kkomunikast sccara elekironik
atavpun nonelckironik,

Informasi  *ublik  adalsh  Informass yvang  dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, Jdangatan diterima Badan
Poangan Masioral yvang  berkaran dengan  tugas  dan
Ningsinya  serta Informasi lain yvang  berksitan dengsn
kepentingan publik.

Pejabat Peongelela Infermast dan Dokumenlast yang
sclanjutnva  disingkal  PRID adaiah pejabar yang
berangrimg JAawals cli hidang PENYINIPanan,
pendokumentasian,  ponyediaan, danfatan polayanan
[nformasi d1 Badan Pangan Nasional.

Pcngguna  [nfonnasl Publik vang  sclanjutnva discbuor
Peneouna adalan wares nepdara Indonesia alow badan
hukum Indenesia vang menegeunakan Inlermasi Pubbhk
Pernotbwan Tniformast Publik wann oselanjudnys disehol
Pamuobwim  adalabh sarpa negara Tndonesia oatay lealan
nukurn [ndonesia vang mengajukan pecmintaan Tnioemas
TMalalile.

Badan MPanpan Masional adalah lembaga pemerintah yang
herada di bawah dan beriangpung jawab kopada 'residen
WATL TTHATILAATIY ] Lugas melaksanakan tupas pemerintabhan
eli Tncdang panigan.

Kepala Badan Pangan Nasionai yang selanjulnya dizebud
Kepala Badan adalalh kepala lombaga pemeriolsh yvang
mempunyal tugas molaksarakan wipas pemerintaban 1
baclanpe pangan.

EAE 1
JENS INFORMASL PUBLIE

Bagian Kesatu
L

Pasal 2

Jemus Informast ublile melipati:

A,

3.

-

Infonnas yang wajib lisedidkan dan diumumkan secara
herlzala:

[osforrnms] vange waph diwnumkan secara serly moerka;
[nfurmast vang wajib tecsedia sellap saat: dan

Infarmnasi vang dikerualikan.



I

Bagian Kedua
[ntormasi yang Wajib Discdiakan dan Diumumkan
Secard Borkala

Pasal &

{1] [ntormasi vang woylb disedsakan dan dimumban secara
berkala schapaimana dimaksud dalam Vasal 2 hoeaf a
merupakan [oformasi vang bersifat natin, toratur, dac
dalmim jangka wakil lerlenluy, paling sedikit mcliputi
Mafarrasi:

a. profil Badan Panpgan Nasional;

b, program dan/aiau kegiatar Badan Pangan Nasional;

.. kinerjs dalam lingkup Bodan Pangan nasicnal heruapa
narasi mengenad realisasi keglatan yvang telah maupin
sedang dijalankan Teserta capaiannye,

d. ringkasan laporan kevangan vang sudab disudiz Badan
Pemenkss Keuangan;

#. ringkasan  laporan  akses  lnfermasi Publik PRI,
tlanfatauy

f.  peraturan peruandang-undanpan bidane pangan.

(2] Kewajibar membenikan dan omenyvampaikan  Informasi
selwmpairmnana dimsksud pada ayat (1) dilakukan paing
singkat & jenam)] bulan sekall.

(3] Kewajilkare  menyebarluaskan  Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) disampalkan melslul laman Badarn
Fangan nasional acau media Informasi lainnga vang meadah
dizkses olech masyarakar dan dalam bahasa vang nmdah
clipharni.

Bagan kKeriga
Ldursias vang Wallb Diamumbkan Secara Serta Morta

Fasual 4
Infurtnest  vang  wajib diumumkan  sccara serla moerta
sebmpaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurod b omecupakan
Infurmast yang dapat merganean hajat hidup oreng banvals
tlan keierliban umuaim.

Bagian leempal
lntoermas yvang Walllr Tersedia Sctap Saaot

Pasal 3

Informasi vang  wajily fersedia sctiap saar  sebagaimana

dimak=ud dalam Pasal 2 hurud ¢ mebpti:

a. dullar Informasi panlik di bawabe penpussaan Badan
Panedan Masional;

h. Tnlormas lengkap vang wajib disediskan dan dinmmoikan
secard berkala sebapaimana dimalesud Jdalam Pe=al 3;

o, Tnlormast mengenai orgunisasi, adeinistras], kepegawaiar,
dJan kcuangan;

i, ponzinan yvang ditcrbiiloan;

s rencana siratcgls dan rencara kerja Badan  Fapgan

Nasicimal; dan/atan

Inlorma st mengenal kegiatan pelavanarn,

Ll |




Bapian Kelima
ininrmas: vang Dikecualikan

Pasal 6
Badan Pangan Masional membuls akses Inlermast Publik b
geetiap Pemaohon, kecuall [nlormast vane dilbecualilkan,

I*a=al ¥
lnformasi vang dikcoualikan schagaimana dimaksnd dalam
Fasal 2 humf d didasarkan pada  pongujian mengenao
kemsekuenst vang timbual apabila suana [ntormasi diberikan
aerta setelah  diperrimbangkan  ddengan selosama b
e nurip Infucsnasi Puldik dapat melindune kepentingsan vsng
lebyh besarc daripady membukanva atau schalikoya.

Ma=al 8
informasi vang dikccualiksn schagmmana dimaksud dalam
Pasal 7 dilakesanakan scsual dengoan ketentuan  peratuacan
prrundang-undangan.

B T
PEJABAT PEMGELOLA TNFORMASTI DAN DORKLUMEBNTASL

Prasal 9
FRIT? bectangpungiawab dajam koordinasi penyvediaan dan
pelavanan inlvrmasi Publik yeng mcliputl proscs penyimpanan,
pemlofameriasian,  penvediaan, doan  pelavanan Tnluemms
Fublik vang berada dalam penguasaaliinya.

Fasal 10
(17 PPIC revdiri acas:
. artasan PPIT,
B, PPID: dan
c. PPID Pelaksana.

(2 Atasan PPID Lrama schagaimana dirnaksud pads avat (1)
huruf & merupakan Sekreraris Tama.

[} PP tams schagaimana dimakswd pada ayac (1) hunof
merupalkan pitpinan unil kerja cselon I vang wembicdang
hubunean masya-akal.

(4] TPID I'v:aksana sehagaimana dimalosud pada aval [1) harud
¢ merupakan pitnpinan unit kena eselon 11 di lingkunsan
Badan Panpgan Nasional,

[0f Btrukrur orgsnisasi PPID Badwn Pangan  Nasional
sebrpaimana diunaksud pada aeal (1) tercantum dalamn
Lampitan yvang merupakan bapian tidak terpisahkan Jdar
Peraturan Badan ini.

Fasal 11
Musan FPIL scbagaimanyg dimaksud dalam Pasal 1G avar (1
huruf o, mempunyai Hugas;
g. memberikan arabzn dan pembinsan alus pengelolaan
Informasi dan dolkumentasi publik di Badan Pangan
Masional,
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(1)

- -

n. mclalkukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan
Informasi Publik di lingkungan Badan Paogan basional,

Untuk  mendukuong  dan memperlancar . pelaksanaan
kegiatan  pelayanan  Tninroasgi Publik,  dibenook om
pengelola dan pelayanan Inlvcmasi Publik vang ditetapkan
dengan Kepiiusan Kepala Badan Panean Masional.

Pagal 1.3

PRI Prlabsana sehdgaimans dimaksue dalam Pasal 10

aval [1] horal o, mempuenyial lugas:

. roengurnpuadlan selurnh ntormasi Pollik di masing-
miAsing unil kens;

b menyimpan  dan metdokumentasikan seluruh
Informasi Publik yang ada i unit kerja;

¢ mendata Informasi Pulblik di masimge-masing anit lenja
dalam tangka prmutakhiran data dan
menyampaikannya  kepada PPID beserta doeiumas
pendukung; dan

d. mengapikan usulan  daftar  Informasi Publik dan
[nformast yany dikecualikon leepada PRIT).

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dirmaksud pada

aval (1], PPID Pelaksana dapat dibanig olsh pogawal vang

cditunjulk olech  PID Peiaksana wvang bersanghkutas

Lerdasarkan surat tagas.

Fasal 14

Ketentuan  lebih lanpnt mengenat polaksanaan rnoagas PPID
stehagaimoana ditaksarl dalam Pasal 13 dalam petunjuk telonis
vang ditelaphkan oleh Kepala Badan.

BALB 1V
MEEANISME PELAYANAN INFORMASE PLBLIK

Gapgian Kesatu
Permnbonan Informasi

Pasal 15

(1) Permohaonan [oformast Pabldke di lingkungan Badan Paogan

Masicnal dilakukan scoara termlis melahal mocia elekironik
dan;atau nonclektrenk.

FPerrmohoenan Informasi Publik schagaimana dimaksud pada
Aval (1] haras mencanlumkan paling sedikit;

A. mnama lengkap Perochon:

. nemer induk kependudultan alau pomor dokomen
sulinzn bukii pengesahan badan hukom Indonesis vang
ditcrbitkan oleh kementerian flembaga vang berwenans:
alamat:

PO el

alamar sural elekirocamk jermwil);

sarat koasa khusts dalam hal permintaan Informasi
Fulilik chkuasakan kepads pihal lain;

tincian Informasi Publik yang diminlg;

Lujuan pengpundsn Informasi Pubililk;

cara memperoleh Informas Publik; dan

catra mendapatkan salinan Informasi Publik.

= e




-7 -

(1] Permitiaan informasi Publik dengan mengsunakan media
elektronik  disaumpaikan melalul surat eleksronik  atayg
Sistem Informast PITD.

(44 Permintazn informas: Publik dongao meonpaiinakan media
nonelekironik disampaikan melalhu surat ataun dengan
mengis: formalie Permimlaan Informasi Publik di rmang
loyanan Infortnasi Pulilik sesun dengan format 1 vang
icrcanlum dalan Lampiran vang mergupakan bagizn todak
terpisahkan dan Peraturan Badan ine.

{7 Permohon memenunt persvsragaln Permintaan Trlormes
Publik denpgan menvamnpalkan:

a  bukti identitas dizi warga negars [odeoncsia, berupa
kariy  tanda  ponduduk  arauw o sural Eeterangan
kepare] udukan dan pojabar vang berdenang; dan

b. boi peneesahan buadan hokwn vang ditechitkan oleh
kementerian,/lemlwpgs vany beracnang, <alam  hal
[*emohon merupakan badan holum [bdenesia.

{5 Dalam hal Pemohon diwakili olch pihak lain zelain
rmelenglapl syarat sebagaimens dimaksud pada avat (5)
Permotion juga melengkapi:

a.  surat kiyssy khusus bormeteral cukips dun

L. bukil idermiias dir atauw bukid peneesaban badon
buwim penerima kuase.

Fazal LG

Nerndasarkan pormobonan Tnlormast Publile raog  disjukan

sebugaimana diunaksud dalarn Pasal 13 avat (1), PRITY wajih;

. memastikan Pomohen Tnlormas Pubklik memenola
persvaratan permnhonan;

1. memastikan Pemohon Informasi Pubdik melengkapt formube
permohenan Informasi 1ablilg

c. mengoocdhinusikan  poncaatan permohonan lodoemms
Publik dalam register permahonan Informasi Poblik dengac
mengpunskan format 2 sebagsimana leccanlum daiam
Lampiran yang mermipakan baglan ddak terpisahkan dan
Preraturan Badan ing:

). memasckan formulic permeohonan tnformast Publil vang
Lelah diberikan nomor pendaiftaran diseralikan kepsada
Pemohon Infurcnasi Puklike sebagai tanda buktl perrinbonan
Informast Puhlik; dan

c. menyvimpan saliman feemulis permobonan Inforenast TFablile
sebagaimana dimaksind dalam buruf 4 setsaeal tanda bukti
penerinaan permaoliuoan Inlormez: Pulilik.

Pazal 17

(1} PFID melakukan pemeriksasn kelengkapan Poronintaan
Informasl  Pubiik  paling  lambal 2 jdga) bac sejok
perminaan laforrnasi Publie relah dicatat dalam buku
reglster pertniniaan [nformasi Paldik,

(2] PG menvampakan pemberitahuan rericlis - kepada
Pemohon Informasi Pubdik paling lambal 1O (scpulch] hari
%ejak permnintaan Ioformasi Publik dinvatalkan lengloap,
PPID mclakukan pemeriksaan kelengkapan perminlasn,




B

Bagian Kelua
I'cmiberitahuan Tectulis

Pasal 15

(1) Betiwp peoochonan Indormasi Pobdik waji diberikan
pemberitahuan terrulis vang disampalkan ideh PP dengan
mengeunakan formar 3 sebagaimana lercanium dalam
Lampiran yang merdpskan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

[2] Penyampaian  pemberitabaac tertulis schagsimana
dimaksud pada avat (1) dilskukan paling lambac 10
(sepalizh] hari kena soak dilemmanys pecmohotan
Infuronmst Pulhik,

[3] Pernlevitahuan seroulis schagnimana dirmaks:il pada avat
121 boiopa:
da. dilerumnag; #lau
e dirolake.

11 Pemberitahuan teriulls sebapgaimana dimaksid pada ayat
(2] dapa diperpamang paling lama 7 foguh) han ket
Jdengan memberikan alosan secarz terealis,

Pasal 11
Thalam bal permohonan Informase Publik ditcnma, PPID wwgib
menyampaikan pomberilabusn tertulis menpenal senerimasan
Ppormobonan Informasi paling siecikil cn@rnial:
. maieri Informasi yang dilkerilan,
. format informasi; dan
e, salinan digital {saffcopy) atau data erculs,

Paszal 20
Dalam hal permeohonan Inlermast Publik dicelak, PPLID wailb
menyammprakan pemberitahusan eriulls mengensl penolakan
pertnohicaan Tnlormeast Publik vang paling sedild mermaar:
f. nemor pendaftaran permohonan Informasi Publik:
h, namua Pemohion;
. Alatnarl Pernichuworng
d. pekerjaan Pemoheon,
c. nomar toleponfalamat surat elekitromk Pemohon,
I, [oformas Publiy vane dimohonksan; dan
g alagsan penclaloan.

Bagan Keliga
Keboraran

Paraural 1
Pengajuan Kebweraran

Puasal A
[11 Pengaman keberamn disampaikan kepalda alasan PRID
tlalurn hial:

A, ponolakan  atas permobonan lolormasi Poblik
berdasarkan aiasan pengecualian sebagaimeana diatur
dalatn kelenluan  peraturan perundang-undangsn
menpenal kelerbulaan Infennasi Publik,

b. tidak disediskannya Inlormasi berkala;

c. tidak cditangoapinya permohonan oformasi Publik;




(1)

[}

(3}

(1]

(2]

(-3}

[

S0

d. permohenan  Informasi Poablik dicanggape  cidalk
grbamaimans yang dimints;

g lidak dipenuhimys perroabonan Tnleemest Polilik;

permohecnan [nfermasi Poblik dikenakan  hava,

dun s

g penvampaian informasi Publik melebibl wakiu vang
1£late ditentuakan.

Keberatan diajukan sccars tertulis olch IPconohon araw
kbasanya paling lambwt 30 (hga paloh) han kerja seelan
ditcmulian alasan schagaimana dimaksud pada avat [1)].

Dialam hal pengsjudan kebersatan disampaikan scoora tdak
tertulis, pelugas pelavanan Inforonast Publik PRID wajib
membantu Peroohon  arau Kuesa Pemohon uniluk
mengisikan formulir pormohonan leberatan selagaimana
cimnaksnd paod dyal (3.

]

Maragrat 2
Begisiram Kebeoratan

‘sl 22

Pemihon  Ipformas]  Puklik yans akan  mengajukan
keberaran TILETI 15 [ormmalic keberatarn dengan
mengaunakan format 4 sebagaimana iercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak ferpisahkan dan
Peyaturan Nadan m.

Dalam hal barmuoliv keleralan sebagaimana dimaksod pada
arat [1] dinvatakan lengkap, PPIT} menvampdikan salinain
Tormulic kelwralan kepada Poomohicn ntormasi Publik atau
luazanya sebagai 1anda lerima pengajuan keberatan.

I'PILD memberikan  nomor  pendaftaran pada farmaulie
keberaran  vang telah cdinyarakan  lengkap dan waib
mencardl pengajuen keberatan dalain repisier keboratan
dengan mengpunaksn nrmat 3 schagsimana omean um
fdalam Lampiran vang merupasxan baglan tidak tevpisabkean
fdar Perdiuran Badan ini.

Puropral 3
Tanggaoan atas keberatan

Pusal 23

Masan PPID wajib memberiian lanpgapan aas keleralsn
vang disgmpaikan clch Penwhon Inlirmast Pablik asau
kuasa Femohoo Inlormasi [ablk paling lema 30 dcga
puluh) hari kerjs sejak dicatatova pengajian keberatan
ddalarn regiser keleratan.
Arasan PPID berhale vuntok menolak poegajuan kelwratan
sccara dertulis, dalam hal Permohon informasi Pulilik
mengajukan kelweratan tetgp:
#. Lidak sesval dengan keleniuan dalam Pasal 21;
I mazen keberaian fidals scsual atau Hdak sama dengan

rater] datam permohionan lnformasi Publil; danfataa
c. muier! yang disampaikan PPID telab sesual.
I'cnolakan pengajuan kebersian schapaimana dirmaksud
mada avat (2) diserisl dengan data dukung.
FFID waib menyimpan asl: formlic keberatan sebapai
tareia buktl penerimaan pengapuan keberal=n,

L T L e—
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Pazal 24

Dalam menvelesaikan sengketa Infnemasi Pablik, Atasan P10
sebagal termolicn dapat mewsakilkan alau momberikan louasa
kcpads.
a 'l Pelaksana;
k. pejakat dari unil kega yane beortanggonpgjawals Alas

Informasi Publik alau vang dimohonlean; danfataa
oo pihak lain vang diiunjuk sebaga: peneritng kuass,

BaB vl
PELAIORAN

IYasal 25
(11 PRPID wajik  membuar  laporan pelaksanaon  lavanan
[mivrmasi Publik lkecpada Kamisi Tnlormasi tusat setap |
[satu) talun 1 [sato) kali.

(2] Mekamsmme  dan aalwmtansi pelaporan sebagaimand
dimaksud pada avai (11 dilakukan scsual denoan ketenluan
poratwran perundang-undangan di bidang pelavanan
Informas: Pulilik.

DAE VII
PEMNDANAAN

Prsal A6
Fenyelenggaraan pelayvanan Tnlormiasi Pubklik di lingkungan
Raddan Pangan Nasinoal bersumber pada anpgaean pendspatan
tlan belaniz negara.

BAL VITT
KETENTUAN PENUTUR

Pazal 27
Poratiran Tadan ind molal berlaku pads tangeal diundanglan.




AT -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

tecd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKEUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttel

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 867.
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
4 BADAN PANGAN NASIONAL,




5 L

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN
NASIONAL

Struktur Organisasi PPID

STRUKTUR PPID
BADAN PANGAN NASIONAL

ATASAN PFID
SERFET &S UTAMA
BEIENA e
PP'ID SEKRETARIAT PPID
KEDALA LINIT KERIA ESELON N FRROE PR Al
YAkl MEMBIDANG] K FHLIMASAN
- TN F
PPID PELAKSANA

HEPALE LeaT KERIA ESELON 2
LINGELIP BADSN PANGAN MASIONAL
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Format 1. Permohonan Informasi Pangan

RIS TR | LA (MR R LU (M L T

- EALifs FARGLA HA S IDRAL
1 H Pl e 1 G E
- mm“ ldm

FORMULIR PERMOHONAN IMFORMAS|
bin Py ldianinn

P
ALl

R 00 TR TP S s’
Frapipus

Ha. Teip. & Mo, FanE-mal

Rina T e i
LM KSR, 3 DT

T i pEngriofusr ifmed
Coarn rremTpAEsEh o 1 e g S (e
g ok pavi |
7.0 Mancapativun i mrkonmon s b
St Sl ey (0] R TR [y
CaE e anadoan Lslesn adcemesil’ T 1 : g Lergmareg
:'H =
3L Pas
#ﬂ i il
5L ] B
T 1]
Frtona pesasaan o iemas Pamchon rfcamani
[ PEFETITEY PeRTTREGTUE §
i I |
L pan ey e PR T e L b

-
£ D R R b o 9 o Sl et S el
.

“rrar
o P it i e e il 41

Format 2. Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik

PEIRRA T PEHGELCLA IRFORMA 8 DAN DORUMENTAS!
( HADSM FANGAN R HOMAL

4 A1 tarssns AN Mo 3 Gedung [ Asgoran Jaksris Sslstan

¢ MW:M.LHWM

TANDA BUKTI

PEMERIMAAN PERMINTAAN INFORMASE PUBLIK
Mo Pesdafiaran”..... ad

TIRE PERMOCRAN

M. Tk, | B

Ko, Tielp, & Bin. Faniamil

Cara mempensen inforsas
Caiia rardapatican Salnan inforragel
IripnTaH yareg ONTEL

JaRanE, ... 1]
Peiligas pelayanan mfmes Permchon inftefraal
(FEmEiNa peTmataran|
| IR AT ] i It
R A L A ek g wian fn Leele lamgon
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3. Pemberitahuan Tertulis

PEJABAT PENGELOLA INFORMA 51 DAN DOKUMENTASI
BADAN PANGAN NASICHAL

JI. Harsono RM Mo. 3 Gedung E Ragunan Jakarin Selatan
wehadle: balanpangan.go.id e-mail:
badanpangaagbomail.com

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Bergasarican permanonan infomnas pa0s TAangpal ... BEan .. Tahdn ... el ol e —
WA Py BBl AR enbEs T8 aETE/

Alamal e e e e bt (e s

Mo. Telp/E-mail y Al A TR NPT ’ _

Pemberishigs sebagal beringt:
A Informasi Dapat Dibenicn

Mo, Hal-hal terkait Informasi Publik Keterangan

& ‘Pn'gw-nfnmﬁfﬂﬁii." [:] Kam - -
(Rl LN T — &

= lm-‘ﬂl:!ﬂrgtlﬂd»l" D hﬂmmmmr-
[[] Haedeagy/wainar tertuis
3. Bays yarg dbuturiar B TNy~ - S— |
L[] Pergisman B9 i i
[] eindin B i
Bamar | - TR e

e mmr ssrrmrmren P
S Tereaiar sengh timar, pengaDLan IMETaE yang & manGnT™ tambanian ketas 5 2 per

----- P LN O T NN LS P RS R LR DRI R S SR 3B L R .

B. Informasi idak dapat diberilcn kanenac™
I:] informag yang gimuinty Detum dikuasa
[] informas yarg dimimta beum ditonimertasiar
Peryedaan nformas yang Seur Sookurmentssican d lBoicn gell sngks wardy "

............................... erpat) farggalbusntaran
Pejabai Pengeiola informas dan Dolumentas)

| T L R R L R R LS LS AR R

hyma dan Tenga Targan

Keteramgan:

. Diii fasul denghn romor pendafiaran pacs farmuir permahonan,

™ PiGn apinh oyt Sengan mémhen tnga (VL

™ Bima penyaingn folceoy stk Ginel) carvalay Daya pENGITMan (uSAs Kuflr AN pos) Sesudl cengan
TEFAAr Dikys yarg et ditetapiar.

Jiks &3a pengntaman informas: oA Suaty SOKumen maikh diberichn Sa%eT pengRamannya

D! dengan kEterangan waiu yang &as untuk meryediskar iriormisi yarg Giminia
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Formulir 4. Perpanjangan Waktu Penyvampaian Informasi Publik

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
BADAN PANGAN MASIONAL

Ji. Harsono RM No. 3 Gedung E Ragunan Jakarta Selatan
webaite: badanpangan.godd e.mail:
badanpangan@gmail.com

FORMULIR PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPALAN INFORMA S| PUBLIK
14

Berdasarkan Permohonan Informasi pada e ttanggal’bulan/tabun) dengan MomorPendafiaran
............................................ . Beergama ini disampaican bepada Saedaralic

Nima
Aiamat

Momor Telepon/HP
E-mail
[nformasi yang dbusuhkan

Mo | Mama [nformasi Publie

Dengan ini dsampaikan babwa waktu penyampaian informasi sebagaimana yang dimshonkan diperpanjang [
wWakiu PefyampAsEneys Bingd ... (Bl bulan/tahun) dengan alasan sebaga beriout ;

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentas (PPID)




= Y
Format 5. Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi

PEJABAT PENGELOLA HatfF O Rl 538 DN DO LIMEMT#S 51
( k BADAN PARCAYN MASIOMAL

A Ham EM Mo 5 Gedung E Ragunan Jeksria Salwian
weplraria: :nplnp.-.pﬂ..il w muil: bedsngangan@igmunl oo

PERNYATAAN KEBEHATAN ATAS FERMINTAAN INFORMAS]

&, BNFOHMAS] PENGAIL
HMEBERATAN
Pmns

PERETMaDN
réomar Telepan

Fomor Induk Eepenguoukan:

Bertama mi kami lampikan

Bercama inil kami = RS Dhality (RGN RAN 3 RIMLE GECET Mikaif SCHNREE LR
Egrrealgnen cang reemcedang burym gar hak ageE maavEs
FHEATed

Icleilias Kuasa Pomahon =
Hamia : a
Alamat X a
Hgmar Telepen i -
Momaor Incuk Kepenoudussn -
Fmanr Pokok Wajlt FPajak
o, Bl A 58N PEMNGAMAN KEBERATA&N"""
A Perminlasn Informakl dl bokak
:!h A AS] Beid ks Tk CB5EaLaRan
T Permintaan Wiormas! Nosk dEanggap
o PRrinLaan nlorinas! dRanggap ik eebagalmans yang crera
w, Permintaan Wlormasl Dok dipamn)
{  Biaya yang mkenakan naak wajar
g InBormasl csampaikan Messning jANgS WA AN QDEnILCan
C. FASUS POSIS (ambabdan Keras i pari)
nlerimas] kyrang detal bensl niksl wawancsrs per sesl dsn skiem peniakan

0, HARFTAMOGOAL TAMCCAPAN ATAS KEBERATAM AMAM DIRERIFLAM: franggel [Suan! Amsun
chr Che DR

Ciarriklan kebatglan Nl gays sampakan, slas perhatlan dan SngQapanrya. Saya UCapian terima

kaalh

dokama Jrg L

Mengeishyl hgdvgajy Ha e raban
Poteijpii BPOITTRER]
(Penerima Faoerstan)

( 1 { !

Sljeregi ieginder prigapeds bodereier g Gevdesaanen Duis repa i e gRRian R dnET
ik oHIN PTRIrGr RO ki P ok, BTSSP Hak

Cnditd
FEETEAER budas prenehin dess phos pde besrs perabaeres den melarmpaien Sweel Kuana
UM dengar Panal I3 UL FIF S e plRgaRs G RDETALAN Sl Eud iETe) 0 HARAT EEDRTELEN vl
W:I#WMnWlmm U Eim
m e Far gy e g T T esarwian deyeiskarn
[ 13 [ him
= mal i

gy mans g B T

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

tid

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan sesual dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
%" BADAN PANGAN NASIONAL,






